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WALIKOTA AMBON,

bahwa dengan ditetapkannoya Peraturan Pemerintal
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Dan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuritansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Pada
Pemeriniah Daerah, membawa perubahan paradigmatik
pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait dengan
proses akuntansi dan pelaporan;

hahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Pada
Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (4) mengamanatkan
disusunnya Sistem Aluntansi Pemerintah Daerah sebagai
pedoman  dalam  penyusunan  laporan keuangan
pemerintah daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huru! a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota ftentang Sistem  Dan  Prosedur Akuntansi
Pemenntah Kota Ambon;

i. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penctapan

Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pernbentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat 11 Dalam
Wilayah Daerah Swantara Tingkat [ Mahuku {Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor B0) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
111, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  fentang
FPenyelengparaan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1999 Neomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4286);




&

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahsaraan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolann  den  Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara
(Leribaran Negarma Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah  (Lembsran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan Lembaran
Megera Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintabian  Daerah  (Lembsran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambshan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 44438,

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang Undang Nomer 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82,
ambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
D254,

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 19535 tentang
Pembentukan Kota Amnbon Sebapai Daerah Yang Berhak
Mengatur Dan  Menguras  RumahTangganya Sendin
(1 embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 28049),

 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomer 20, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 809},

Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Furimubangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
200% Nomor 137, Tawmbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

3. Poraturon Pemerinimh Nomor 58 Tahun 2000 tentang

Penpelolaan Keunangan Daerah  (Lemberan Negara Republilc
Insionesia Tehun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);




14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenlang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik mdonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lemberan Negara Republik indonesia
Nomor 4593);

15. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemermntah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 fentang Standar
Aluntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Normor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 2219,

18 Peratwan Pemerntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daersh (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),

19, Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20115

20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntanst Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

71. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Ambon (Lembaran Dacrah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor
242);

MEMUTUSKAN !

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA AMBON

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud deagan:
1. Dacrah adalah Kotz Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Dearah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Dacrah yang berkedudukan sebagal  unsur
penvelenggara pemenntahan daerah,
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Pemerintah Dacrah adalah Kepala daerah sebagni unsur penyelenggara
Pemenintahan Daersh yang memimpin pelaksanasn urusan pemerintahan yang
meniadi wewenang daerah otonorm.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalzh
perangkat dserah pada Pemerintah Kota  Ambon  selaku  pengguna
anggaran/ pengeLina barang.

Satuan Kerja Pengelola Keusngan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah peranglat daerah pada pemerintah  daerah  selaku  pengguna
angsaran/ pengguna barang, vang juga meleksanakan pengelolann keuangan daerah.
Unit Kerja adalah bagian SKPD yang, melaksanakan satu atau beberapa prograim.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yeng selanjutnya disingkat PPRD adalah
para lepala satuan kerja perangkat dacrab yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara vmum dacrah.

Entitas Aluntansi adalah unit pemerintzshan pengguna anggaran/
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan alkunfansi dan menyusun
lapuran kenangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut Ketentuan
peraturan perundang-undangari wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Akuntansi adalah proses  jdentifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran (ransaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip aluntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berhbasis akmal, serta
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBID.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya

disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tangpal efektif.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang
dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam  penyusunan dan
penyajian  laporan keuangan.

Kebijakan Aluntansi Pemerintah Dacrab  adalah prinsip-privsip,
dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praletiic
spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedeman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keusngan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam ranghka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggararn,
antar periode maupun antar entitas.
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Sistern  Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
SAPD  adalali rangkaian sistematik  dari  prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis tratisaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintahan dacrah.

Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya
disingkat APRD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yvang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Basis Akrual adalah basis akuntans: yang mengaku pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, lanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

. Basis kas adaiah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis Kas Menuu Akmal adalah basis akuntansi yang mengakui

pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasts kas serta mengakui aset,
utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

. Pengalouan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan

suata kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi schingea akan
menjadi bagian  yang melengkapl unsur  aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiavaan, pendapatan-LO dan beban,
schagaimana akan termuat pada laporan keuangan entilas pelaporan
vang bersanghkiitan.

 Pengukuran adalah proses penefapan nilar uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

. Pengunglapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Laporan Realisas: Anggaran yang selenjumnya disingkat LRA adalah

laporan  yang menyapnkan  infoermasi  realisasi pendapatan-LRA,
belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan s1sa
lebih /lcurang pembiayaan ANEEATAT, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggaraniya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnyva disingkat
LPSAL adalah laporan vang menvajikan  informnasi  kenaikan
dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdinn dar: SAL awal,
SiLPA/SiKPA, koreks: dan SAL akhir,

Neraca adalah laporan vang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ckuitas dana pada tanggal
tertentu.

Laporan Uperasional vang selanjutnya dismgkat LO adalah laporan yang
menvajilkan informasi mengena: seluruh kegiatan operasional heuangan
entitas pelaporan yang ftercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yvang penvajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus kas vang selanjutnya disingknt LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenal sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara
kas pada tanggal pelaporan.




31. Laporan Perubshan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, korcksi dan ekuitas akhir.

32. Catalan atas Laporan Keuangan yang sclanjutnya disingkat CalK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE. Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

33, Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Salde Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dlaerah dan tidak perlu
dibayar kembali oieh pemerintah daerah.

34. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibavar kernbali,

35. Belanja adalah semus pengeluaran dari Rekeping Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah dacrah.

36. Beban adalah penurunan manfaal ckonomi atau pofcnsi jasa dalam
periode pelaporan vang menurunksn eluitas, yang dapal berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau imbulnya kewajiban.

37 Pembiavaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang skan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada rahun-tahun anggaran
berikumya.

38. Asct adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daecrah sebagai akibal dari peristiva masa lalu dan dari mana
maniaal ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber dayz nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umuim dan sumber-
sumber dava yvang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

39. Kewajiban adalah utang vang timbul dan peristiwa masa lalu yang
penvelesajannva mengakibaikan aliran keluar sumber daya elonomi
pemerintab daeral,

40. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah deernh yang merupakan
selisih antars aset dan kewajiban pemnerintah daerah.

41. Koreksi adalah  tindakan pembetulan secars akuntansi  agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keusngan entitas menjadi sesual
dengan yang seharusnya.

42, Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akbir periode untk
mengalkui pos-pos seperil persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belurm
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

43. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkalt BAS adalah daitar
kodelikasi dan klasifikasi terkait transaksi kenangan yang disusun sccara
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
kenangan permnerintah daerah.




BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagl SKPD dan
SKPKD dalam melaltsanakan proses akuntansi dalam rangka Peryusunan Laporan
Keuangan.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota im1 adalah untuk mengatur
keseragaman pencatatan dan pelaporan keuangan di SKPD dan SKPKD dalam
rangka penyusunan laporan pertanggungawaban pelaksanaan AFBD.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

(1) Sistern dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Ambon terdiri atas beberapa
bagian yang dijabarkan sebagai berikut :

a BABI +  Gambaran Umum Sistem dan Prosedur Akuntansi;

h. BAB U . Laporan Keuangan,

c. BAB III ¢ Bagan Akun Standar;

d BABIV : Sistemn dan Prosedur Akuntansi SKPD;

¢, BABYV . Sistem dan Prosedur Alountansi PPKD;

. BAB VI . Sistern dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian

(2} Bab-bab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
beberapa lampiran sebagaimana terlampir dalam peraturan Walikota ini.

(3] Lampiran Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota m.

BAB IV
PENCATATAN TRANSAKST DAN
PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH

Fasal 5

(1) Setiap SKPD wajib melakukan pencatatan atas transaks pendapatan dan
belanja yang terjadi pada masing-masing SKFPD.

{2) Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi pendapatan
pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dacrah.

(3) Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi pendapatan
selain pajak dacrah dilaksanakan oleh SBKPD yang mempunyai Tugas Pokok dan
Fungsi mengelola pendapatan.

{4) Pencatatan dan pelaporan keuangan sebagaiimana dimaksud pada ayat
(2) dan avat {3) mempedomani jurnal standar sebagaimana diatur dalam
peraturan Walikota i,




BAB VY
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenail
teknis pelaksanaannya akan diatur lebibh lanjut dengan Keputusan Walikota
Ambon /Surat Edaran Waliliota Ambor.

Pasal 7

Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi berbasis Alrrual ini berlalna mulai
gwal tahun 2015.

Dasal 8
Pada saat Persturan Walikota ini mmlai berlaku, maka Peraturan Walikota

Ambon yang mengatur tentang sistermn dan prosedur alamtansi Pemerintah Kota
Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlak.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUF

Pasai 9

Peratursn Walikota ini mulai berlaku untuk pelaksanaan anggaran tahun
anggaran 2015,

Agar uean orang mengetahui, memerintabkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditctapkan di Ambon

pada tanggal, 31 Desember 2014

Vf WALTIESTAAMBON,

HARD LOUHENAPESE

Diundangkan di Ambon
pada taniggal, 31 Desember 2014

SEJLEETA RIS KOTA AMBON,
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